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Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi dengan Investasi Swasta Sebagai Variabel Moderating
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Abstract

Economic Growth is one indicator to measure the success of a country's economic development.
This study aims to determine the effect of Fiscal Decentralization and Regional Original
Income on Economic Growth with Private Investment as a moderating variable. The population
used was 105 regencies/cities in Central Java Province in 2015-2017 and the samples in this
study were selected using a purposive sampling method so that 102 regencies/cities were
obtained as samples. The analytical method used is Moderated Regression Analysis (MRA), t
test, F test, and coefficient of determination analysis (R?). Based on the results of the analysis
that has been carried out this study shows that simultaneously the variable Fiscal
Decentralization, Regional Original Income and Private Investment significantly on Economic
Growth. While the partial analysis results of the Fiscal Decentralization variable did not affect
the Economic Growth and the Regional Original Revenue variable had a significant positive
effect on Economic Growth, and the Private Investment variable was not able to moderate the
influence of Fiscal Decentralization and Regional Original Revenue to Economic Growth.

Keywords: Economic Growth, Fiscal Decentralization, Regional Original Revenue, Private
Investment.

Abstrak

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan
pembangunan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan
Investasi Swasta sebagai variabel moderating. Populasi yang digunakan adalah 105
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 dan sampel pada penelitian ini
dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga sebanyak 102
Kabupaten/Kota diperoleh sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan yaitu Moderated
Regression Analysis (MRA), uji t, uji F, dan analisis koefisien determinasi (R?). Berdasarkan
hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel
Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah dan Investasi Swasta berpengaruh secara
signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan hasil analisis secara parsial variabel
Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan variabel
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta
variabel Investasi Swasta tidak mampu memoderasi pengaruh Desentralisasi Fiskal dan
Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Investasi
Swasta.
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1. Pendahuluan

Problematika ekonomi yang terjadi di negara Indonesia sebagai negara berkembang
merupakan suatu tantangan yang harus diatasi dengan seksama. Masalah pertumbuhan ekonomi
dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang karena peningkatan
pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran keberhasilan suatu negara yang
mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penurunan tingkat kemiskinan
dan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara
secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Ernita,
2013). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan Gross National
Product (GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan
meningkatnya standar hidup masyarakat (Murni, 2006 : 173). Menurut Sukirno (2004) dalam
analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari
perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah. Pertumbuhan
ekonomi tentu tidak akan terlepas dari peran daerah sebagai penyumbang Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi
daerah dimana mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh aktivitas
produksi dalam perekonomian (Febry, et al., 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah
memberi keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dalam
sistem otonomi daerah, ada tiga prinsip menurut UU No. 23 Tahun 2014 yaitu desentralisasali,
dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih
memeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah dalam mengembangkan menurut
potensi masing-masing. Menurut Saragih (2003:74), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai
oleh daerah otonom. Menurut Susanti (2008:85) dalam Mukthar (2015) dengan adanya
desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya
sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal pemerintah untuk
kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan daerah lain.

Keberhasilan desentralisasi fiskal dapat diukur dari parameter penerimaan dan
pengeluaran masing-masing pemerintah daerah Khusaini (2006). Sedangkan dalam penelitian
ini hanya menggunakan parameter sisi pengeluaran. Hal ini dikarenakan sisi pengeluaran yaitu
belanja riil yang telah dilakukan oleh pemerintah diyakini akan mampu menjelaskan
pengaruhnya secara lebih baik dibanding sisi penerimaan (Sasana, 2015). Selain itu, Malik
(2007) berpendapat bahwa dalam sistem pemerintahan di mana pemerintah pusat memiliki
kewenangan dalam memungut pajak-pajak strategis dan kemudian mendisitribusikannya
kepada pemerintah daerah, sementara tanggung jawab pengeluaran diberikan kepada
pemerintah daerah, maka sisi pengeluaran merupakan indikator derajat desentralisasi fiskal
yang lebih baik dibandingkan dengan sisi pendapatan.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah
merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan
dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pembangunan suatu daerah salah satu sumber pembiayaannya berasal dari pendapatan
asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan
ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan
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kenaikan pendapatan asli daerah. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah
daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan
pajak dan retribusi (Arini S, 2019).

Investasi atau penanaman modal adalah komponen pembentuk nilai tambah nasional,
yang merupakan pembelian barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah
kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.
Meningkatnya kegiatan perekonomian sangat tergantung pada aliran modal bagi usaha
produktif (Sutawijaya, 2013). Investasi merupakan salah satu engine of growth, oleh karena itu,
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung
oleh peningkatan investasi. Apabila suatu daerah memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang
tinggi maka daerah tersebut dianggap merupakan daerah yang menjanjikan untuk ditanamkan
investasi, karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi diiringi pula dengan meningkatnya
kesejahteraan masyarakat (Arini S, 2019).

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah 2013-2017

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah 2013-2017

5,5

5,4

53

5,2 .
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Sumber : Badan Pusat Statistik Jateng, 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun
2013-2017 mengalami fluktuasi tetapi tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi
terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,47% . Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan
sebesar 5,28%, dan untuk tahun 2017 masih stagnan di angka 5,27%. Berdasarkan data tersebut
pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2017 berada posisi keempat penyumbang
perekonomian Indonesia setelah Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi
Jawa Tengah didorong oleh 3 faktor yaitu pertumbuhan ekspor, investasi dan konsumsi
pemerintah.

Pada tahun 2017, Kota Semarang memimpin perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Badan Pusat Satatistik (BPS), PDRB Kota Semarang diukur atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 161,25 triliun atau 13,7% dari total PDRB Jawa Tengah yang mencapai Rp
1.176,5 triliun. Sedangkan Kota Magelang memiliki PDRB terendah, yakni hanya mencapai
Rp 7,64 triliun atau 0,65%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kurang
maksimalnya implementasi desentralisasi fiskal sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi
regional (Sasana, 2015) serta perbedaan total investasi yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota,
bahkan ada beberapa daerah yang tidak memiliki investasi, khusunya investasi swasta.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, pendapatan asli
daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Namun
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untuk variabel investasi swasta dijadikan sebagai moderasi belum banyak dilakukan di
Indonesia. Penelitian Sasana (2015), Kresnandra (2016) dan Kusuma (2016) menunjukkan hasil
bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian di
luar Indonesia seperti di Pakistan yang dilakukan oleh Malik (2006), di Amerika Serikat oleh
Akai (2007) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Yuskov (2015) terhadap beberapa
wilayah di rusia menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi. Penelitian Young (2000), Lin dan Zou (2005) dan Saputra (2013)
menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Yuskov (2015).

Penelitian Mukhtar (2015) Kurniawan (2017), Saraswati (2018) dan Jumasrah (2018)
menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi. pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang sangat
mempengaruhi karena sebagai pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan secara
leluasa oleh daerah, sehingga pendapatan asli daerah perlu mendapat perhatian khusus oleh
Pemda setempat dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat
(Mukhtar, 2015).

Investasi swasta sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungannya dengan
pertumbuhan ekonomi belum banyak diteliti di Indonesia. Penelitian Kresnandra (2016) tentang
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dana perimbangan dan investasi
swasta sebagai pemoderasi menunjukkan hasil bahwa investasi swasta tidak mampu
memoderasi hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan
penelitian Saraswati (2018) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi dengan investasi swasta dan belanja modal sebagai variabel moderasi, menunjukkan
hasil bahwa investasi mampu memperkuat hubungan pendapatan asli daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Dengan Investasi Swasta Sebagai Variabel Moderating” dengan
menggunakan obyek Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Tujuan
penelitian ini untuk menganalisis pengaruh desntralisasi fiskal, pendapatan asli daerah dan
moderasi investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah tahun 2015-2017.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis guna dapat menambah
wawasan dan pengetahuan yang lebih luas bagi akademisi dan dapat memberikan informasi
lanjutan dan dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya. Sedangkan untuk manfaat praktis dari
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting bagi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah saat mengelola wilayahnya guna dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
Teori Agensi
Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan
(kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang
kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).
Teori keagenan telah dipraktikan di organisasi publik khususnya di pemerintahan
daerah. Dalam sektor publik yang berperan sebagai agen adalah pemerintah daerah dan
prinsipalnya adalah masyarakat yang diproyeksikan oleh DPRD. Kaitan teori keagenan dalam
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penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah dalam penerapan desntralisasi fiskal dan juga hubungan antara masyarakat yang di
proksikan olen DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Hubungan keagenan
diharapkan dapat menciptakan keselarasan tujuan antara prinsipal dan agen (Supriyono,
2016:63).

Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Hipotesis
Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan faktor-faktor apa
yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai
bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi, sehingga terjadi proses pertumbuhan.
Adapun teori pertumbuhan yang mendasari penelitian ini antara lain:
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik
Menurut ekonom klasik, Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua
faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2004).
Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga yaitu sumber daya alam, sumber
daya insani, dan stok modal (investasi).
2. Teori Harrod-Domar
Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes membahas mengenai persoalan
ekonomi jangka pendek (kondisi statis) sedangkan teori Harrod-Domar membahas persoalan
ekonomi jangka panjang (kondisi dinamis). Dalam menganalisis tentang pertumbuhan
ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi
supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady state
dalam jangka panjang (Maharani, 2014).
3. Teori Neoklasik
Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital,
kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi (Taringan, 2004:50).
Sebagai suatu perluasan dari teori Keynes, Teori Harrod-Domar melihat persoalan
pertumbuhan dari segi permintaan. Pertumbuhan ekonomi hanya berlaku apabila
pengeluaran agregate melalui kenaikan investasi bertambah terus menerus pada tingkat
pertumbuhan yang ditentukan (Maharani, 2014).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan Gross National
Product (GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan
meningkatnya standar hidup masyarakat (Murni, 2006:173). Menurut Todaro (2004:92)
terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara yaitu
akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Sukirno (2004) menjelaskan bahwa dalam analisis makroekonomi, pertumbuhan
ekonomi memiliki dua segi pengertian yang berbeda. Di satu pihak, pertumbuhan ekonomi
digunakan untuk menggambarkan suatu perekonomian telah mengalami perkembangan
ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Di segi lain, pertumbuhan ekonomi
bertujuan untuk menggambarkan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara atau
suatu wilayah dalam jangka panjang.
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Desentralisasi Fiskal

Definisi desentralisasi menurut UU No. 32 tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu
tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat
dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien
dan tepat sasaran.

Desentralisasi Fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan
dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek
penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment).
Berdasarkan teori federalism fiskal, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai
dan digandakan kecepatannya dengan cara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
yang lebih besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri atau sering disebut dengan otonomi
daerah (desentralisasi) salah satunya adalah desentralisasi fiskal (Kresnandra, 2016).

Desentralisasi fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya,
perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi dana. Desentralisasi fiskal tidak bisa
diadopsi dan diterapkan begitu saja, namun perlu disesuaikan dengan latar belakang sejarah dan
kebudayaan, kondisi-kondisi lembaga, politik, dan ekonomi yang melekat pada negara itu.
Studi teoritis telah menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal membantu meningkatkan
kemampuan sektor publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi karena pemerintah daerah
berada pada posisi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat untuk menyediakan layanan
publik sesuai kebutuhan daerah (Yang, 2016).

Martinez dan McNab (2001) dalam Sasana (2016) menyatakan bahwa desentralisasi
fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan
ekonomi suatu daerah. Mereka berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor
sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah
mengetahui karateristik daerahnya masing-masing. Semakin tinggi desentralisasi fiskal maka
pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Penelitian yang menunjukkan adanya
keterkaitan dan hubungan yang positif antara lain Miyasto (2013) Kresnandra (2016), Sasana
(2016), dan Anggarini (2017). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai
berikut:

H1 : Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang
berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004:67).

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah
merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan
dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Melalui UU
Nomor 33 Tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana seharusnya dapat
ditingkatkan. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal yang bersumber dari daerah,
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secara akumulasi seharusnya akan lebih menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan
memberikan kontribusi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Saraswati, 2018).
Menurut Saragih (2003:15) dalam Putra (2017) peningkatan pendapatan asli daerah
merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif.
Peningkatan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun
sarana prasarana serta untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabnya dalam mensejahterakan
rakyat merupakan salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan
PDRB dari tahun ke tahun. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka
pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Penelitian yang menunjukkan adanya
hubungan yang positif antara lain Mukhtar (2015), Saraswati (2018), Jumasrah (2018), dan
Arini S. (2019). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Investasi Swasta

Investasi menurut Sukirno (2000) adalah pengeluaran untuk membeli barang modal dan
peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang
modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa
yang akan datang. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional
serta meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Hukum investasi atau pasar modal di
Indonesia, sudah diatur oleh pemerintah melalui UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman
modal. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat di bagi
menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Teori yang dinyatakan oleh Jhingan (1999:291) dalam Gitaningtyas (2014) investasi
memberikan peranan kunci terhadap kegiatan perekonomian suatu daerah khususnya mengenai
peran ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat
menciptakan pendapatan dan kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian
dengan meningkatkan stok modal sehingga akan memperbaiki kondisi perekonomian. Investasi
merupakan salah satu komponen utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Dengan arti
kata besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai ditentukan juga oleh besarnya investasi
yang dilakukan.

Desentralisasi fiskal mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan
ekonomi suatu daerah. Menurut Maharani (2014) dengan adanya desentralisasi fiskal sebagai
wujud otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat menarik perhatian investor untuk
menanamkan modalnya. Investasi merupakan titik keberhasilan dan keberkelanjutan
pembangunan di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan
ekonomi. Desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah untuk membutuhkan tambahan
modal dan investasi untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Apabila suatu daerah
memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka daerah tersebut dianggap merupakan
daerah yang menjanjikan untuk ditanamkan investasi, karena meningkatnya pertumbuhan
ekonomi diiringi pula dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Jumasrah, 2018).
Penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan dan hubungan yang positif antara lain Rustan
A. (2013), Kresnandra (2016), Sasana (2016), Muryawan (2016) dan Anggarini (2017).
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Investasi Swasta berpengaruh terhadap hubungan antara Desentralisasi Fiskal
dengan Pertumbuhan Ekonomi.
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Menurut Sukirno (2000), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus
menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan
nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Untuk mendukung upaya
pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung
penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta
maupun terhadap masyarakat. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif
diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam
pembangunan daerah.

Semakin banyak perusahaan swasta asing dan perusahaan swasta dalam negeri
menginvestasikan uangnya maka pendapatan asli daerah akan meningkat, dikarenakan
banyaknya modal yang masuk kedalam pemasukan pendapatan asli daerah. Hal ini akan
mempengaruhi meningkatnya lapangan kerja dan konsumsi masyarakat. Pola konsumsi
menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang
menunjukkan adanya keterkaitan dan hubungan yang positif antara Gitaningtyas (2014),
Maharani (2014), Saraswati (2018), Saputra (2018) dan Arini S. (2019). Berdasarkan uraian
diatas dapat dirumuskan hipotesis ang dihasilkan sebagai berikut:

H4 : Investasi Swasta berpengaruh terhadap hubungan antara Pendapatan Asli Daerah
dengan Pertumbuhan Ekonomi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dijelaskan dengan
menekankan teori menggunakan variabel penelitian melalui data serta hasil statistik. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Direktorat
Jendral Perimbanangan Keuangan Negara (www.djpk.depkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah (www.jateng.bps.go.id).

Data berupa data time series dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan data cross-
section yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga merupakan data
panel. Teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan
sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2015-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2015-2017 yang memenuhi kriteria tertentu.

3.2 Teknik Sampling
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive

sampling. Adapun kriteria dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang laporan keuangannya telah
diaudit oleh BPK.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang data APBD nya telah masuk
dalam website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Negara.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
atas dasar harga konstan dan data Investasi Swasta tahun 2015-2017 (data diperoleh dari
BPS Provinsi Jawa Tengah).
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3.3 Definisi Operasional Variabel
Variabel Dependen
Pertumbuhan Ekonomi

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan Gross National Product
(GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya
standar hidup masyarakat (Murni, 2006:173). Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator
utama karena memberikan implikasi pada kinerja perekonomian makro yang lain. Pertumbuhan
ekonomi dalam penelitian ini dilihat dari perubahan relatif nilai riil Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 atas dasar harga
konstan dan dinyatakan dalam satuan persen.

PDRB,—PDRB;_,

Gt = PDRB,L L0020 et (1)
Keterangan:
Gt : Growth/Pertumbuhan Ekonomi
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
PDRBt.1 : Produk Domestik Regional Bruto Tahun Lalu

Variabel Independen
Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan
serta kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek
penerimaan (tax assignment) maupun pengeluaran (expenditure assignment). Dalam penelitian
ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan indikator pengeluaran pemerintah daerah. Indikator
variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara realisasi total pengeluaran pemerintah daerah
kabupaten/kota terhadap realisasi total pengeluaran pemerintah provinsi dalam satuan persen.

PPD

DF = e 2010090 - 2)
Keterangan:
DF : Desentralisasi Fiskal
PPD : Total Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
TPProv : Total Pengeluaran Pemerintah Provinsi

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
anatara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pengukuran diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017.

Variabel Moderating
Investasi Swasta

Investasi swasta merupakan realisasi penanaman modal swasta asing maupun swasta
dalam negeri dan pembentukan modalnya dalam pengeluaran untuk membeli barang yang dapat
menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang. Pengukuran investasi swasta
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diperoleh melalui penjumlahan (total) realisasi investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 dengan satuan rupiah.

Investasi Swasta =PMA + PMDN.........coiiiiiii e 3)
Keterangan:
PMA : Penanaman Modal Asing
PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada analisis kuantitatif
yang merupakan analisis dengan perhitungan matematika atau statistika. Teknik analisis dalam
penelitian ini menggunakan teknik Moderated Regression Analysis (MRA), dengan bantuan
program SPSS versi 25. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

PE = o + BIDF + B2PAD + B3IS + BADF.IS + B5PAD.IS + e

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi
o = Konstanta

B = Koefisien Regresi

DF = Desentralisasi Fiskal
PAD = Pendapatan Asli Daerah
IS = Investasi Swasta

e = Error Term

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini mencakup 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari
29 Kabupaten dan 6 Kota. Penelitian ini menggunakan data time series selama 3 (tiga) tahun
yaitu 2015-2017. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 35 Kabupaten/Kota x 3 tahun =
105 sampel. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terdapat beberapa data yang harus di
outlier, dikarenakan data tersebut diatas standar deviasi atau data tersebut terlalu ekstrem,
sehingga menjadi 102 sampel yang diolah.

Uji Normalitas

Pada penelitian ini menggunakan model CLT dengan sampel penelitian sebesar 102
kabupaten/kota. Model Central Limit Theorem menyatakan bahwa jika sampel yang diuji diatas
atau sama dengan 30 (n > 30) maka distribusi sampel tersebut dianggap mengikuti normal. Jadi,
dalam model CLT mayoritas ahli statistika menganggap sampel sejumlah 30 atau lebih sudah
cukup besar untuk diasumsikan mendekati distribusi normal (Lind, 2014:300-301).

Uji Multikolinearitas
Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan
DF 0,570 1,755 Tidak terdapat multikolinearitas
PAD 0,565 1,769 Tidak terdapat multikolinearitas
IS 0,987 1,013 Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2019
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Pada Tabel 1 untuk hasil uji multikolineartitas menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari
10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi
yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

Variabel Sig Kesimpulan
DF 0,941 Tidak ada heterokedastisitas
PAD 0,311 Tidak ada heterokedastisitas
IS 0,539 Tidak ada heterokedastisitas
DF.IS 0,535 Tidak ada heterokedastisitas
PAD.IS 0,453 Tidak ada heterokedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 2 di atas, menunjukkan keseluruhan
nilai signifikansi pada uji heterokedastisitas lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala
heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi
Tabel 3. Uji Autokorelasi

Model Hasil Durbin Watson Kesimpulan
1 1,603 Tidak terjad_l
autokorelasi

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji autorkorelasi pada tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa nilai
Durbin Watson sebesar 1,603 angka DW berada diantara -2 sampai +2. Pengambilan keputusan
ada tidaknya autokorelasi sesuai dengan ketentuan Santoso (2012:242). Maka dapat
disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA)
atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan
regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). MRA
digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen yang dalam
hubungan tersebut terdapat faktor yang memperkuat atau memperlemah (variabel moderasi).

ISBN 9786027436725 343



Prosiding STIE BPD Accounting Forum (SAF) Volume 1 Desember 2019

Tabel 4. Uji Moderated Regression Analysis

Variabel | Koefisien Reg T hitung Sig. Keterangan
Constant 4,949 26,755 0,000
DF 0018 | 0824 | 0412 Hu ditolak
PAD 9,900 2,384 0,019 H. diterima
IS 6,001 | 1,236 0,219
DF.IS -4,543 -0,083 0,934 Hs ditolak
PAD.IS -1,993 -1,032 0,305 Ha ditolak
2
idfditi%i R20,107 gigftgrégoi”‘m
N 102 ’

Sumber: Data sekunder diolah, 2019
Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
PE = 4,949 + 0,018DF + 9,900PAD + 6,0011S — 4,543DF.IS — 1,993PAD.IS + ¢

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi
a = Konstanta

B = Koefisien Regresi

DF = Desentralisasi Fiskal
PAD  =Pendapatan Asli Daerah
IS = Investasi Swasta

e = Error Term

Berdasarkan pengujian uji F pada tabel 5 yang menunjukkan bahwa Fiwng Sebesar 3,414
memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,007 < 0,05. Hal ini berarti model regresi dalam
penelitian ini telah fit of goodness yang menunjukkan bahwa variabel independen desentralisasi
fiskal, pendapatan asli daerah dan variabel moderasi investasi swasta berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi. Hasil dari pengujian koefisien determinasi (R?) terdapat pada tabel 4
yang menunjukkan nilai Adjusted R? sebesar 0,107 atau 10,7% yang berarti variabel
pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal, pendapatan asli
daerah dan investasi swasta sebesar 10,7%. Sedangkan sisanya yaitu 89,3% dijelaskan oleh
variabel lain diluar model penelitian.

4.2 Pembahasan
Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 4 diketahui bahwa DF memiliki
nilai t nitung Sebesar 0,824 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,412 > 0,05. Dengan demikian
maka H: ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal (DF) tidak
berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Nilai koefisiensi fl1 sebesar 0,018
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,018.

Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi desentralisasi fiskal kurang maksimal
dimana desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro, yang
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pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat
mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang dapat
digunakan untuk melakukan fungsi stabilisasi. Pihak pemerintah pusat juga mencanangkan
program penguatan desentralisasi fiskal melalui perencanaan alokasi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) yang cukup besar, namun kondisi yang diharapkan berbanding terbalik
dengan kenyataan. Keadaan tersebut justru membuat daerah ketergantungan terhadap dana
transfer pemerintah pusat. Belum maksimalnya penerapan desentralisasi fiskal di beberapa
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu penghambat pertumbuhan
ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Young
(2000), Lin dan Zou (2005), Saputra (2013), dan Yuskov (2015) yang menemukan bahwa
desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 4 diketahui bahwa PAD
memiliki nilai t nitung Sebesar 2,384 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,019 < 0,05. Dengan
demikian maka Hz diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Nilai koefisiensi 32
sebesar 9,900 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pendapatan asli
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 9,900. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

Pada dasarnya peningkatan pendapatan asli daerah merupakan akses meningkatnya
pertumbuhan ekonomi, sehingga apabila terjadi peningkatan pendapatan asli daerah akan
diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan setiap Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah dalam menggali potensi dan sumber daya yang dimiliki tercermin dengan melihat
besaran pendapatan asli daerah yang dihasilkan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
Sehingga dengan tingginya pendapatan atau penerimaan suatu daerah mampu membiayai
berbagai pengeluaran daerah serta pembangunan infrastruktur yang memadai untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh
Mukhtar (2015), Saraswati (2018), Jumasrah (2018), dan Arini S. (2019) yang menemukan
bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal Dengan
Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 4 diketahui bahwa DF.IS
memiliki nilai t niung Sebesar -0,083 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,934 > 0,05. Dengan
demikian maka H; ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Investasi Swasta tidak mampu
memoderasi hubungan antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Nilai
koefisiensi p4 sebesar -4,543 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel
interaksi desentralisasi fiskal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -
4,543. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal dan investasi swasta
maka pertumbuhan ekonomi semakin menurun.

Peran pemerintah sangat penting terutama dalam hal merencanakan pertumbuhan
ekonomi suatu negara dan dalam menghimpun dana untuk keperluan investasi agar
pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Namun hal tersebut belum sesuai dengan keadaan di
beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan melihat di Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Blora dan Kabupaten Tegal tidak melaporkan angka investasi swasta. Hal ini
menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi dalam hal pengadaan modal investasi swasta
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kurang maksimal, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah.
Karena mengingat bahwa investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan
ekonomi.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil temuan Jocas, Marques (2012) investasi tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Timor Leste disebabkan oleh kualitas investasi
tidak tepat pada sasaran pertumbuhan ekonomi serta arah investasi yang menitikberatkan pada
pembiayaan negara. Penelitian yang sama antara lain Tandiawan, dkk. (2012), Rotinsulu dan
Niode (2012) dan Kresnandra (2016).

Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Asli Derah Dengan
Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 4 diketahui bahwa DF.IS
memiliki nilai t niung Sebesar -1,032 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,305 > 0,05. Dengan
demikian maka H; ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Investasi Swasta tidak mampu
memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).
Nilai koefisiensi B5 sebesar -1,993 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara
variabel interaksi pendapatan asli daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi
sebesar -1,993. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah dan
investasi swasta maka pertumbuhan ekonomi semakin menurun.

Pendapatan asli daerah di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata
tinggi. Kondisi tersebut dapat diindikasikan sebagai kesiapan daerah dalam membiayai sendiri
pembangunan yang juga merupakan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Namun jika melihat
investasi swasta di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang bernilai rendah serta tidak
melaporkan data investasinya dan nilai realisasi investasi swasta yang fluktuatif dengan melihat
perbandingan data realisasi investasi swasta (PMA dan PMDN), hal tersebut dapat dikatakan
salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya pungutan
yang terjadi untuk melakukan investasi, selain itu faktor perijinan yang memakan waktu yang
lama juga menyebabkan makin kurang berminatnya investor untuk menginvestasikan modalnya
walaupun mekanisme pelayanan satu atap atau one stop service sudah diterapkan dihampir
seluruh Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mukhtar (2015),
Lebang (2017) dan Marlina AZ (2019) yang menemukan bahwa investasi swasta tidak
pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan
Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal
dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan investasi swasta sebagai
variabel moderating. Maka dapat disimpulkan dari hasil analisi regresi menunjukkan bahwa
secara simultan variabel desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah dan investasi swasta
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara parsial variabel
desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel pendapatan
asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta variabel
investasi swasta tidak mampu memoderasi pengaruh desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli
Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
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Keterbatasan
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan diantaranya:

a. Tahun pengambilan sampel yang hanya 3 tahun yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017
sehingga tingkat generalisasinya kurang baik.

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat mewakili semua Kabupaten/Kota
yang ada di Indonesia.

c. Variabel independen dan variabel moderasinya hanya mengungkapkan 10,7% dari
pengaruhnya terhadap variabel dependen, sehingga sisanya 89,3% dipengaruhi oleh
variabel lain di luar model.

Saran
Atas dasar kesimpulan serta keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis
mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

a. Periode waktu pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih di perpanjang untuk dapat
mengetahui kecenderungan dalam jangka panjang.

b. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel di luar Provinsi Jawa Tengah atau dapat
menggunakan seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti pengeluaran pemerintah,
inflasi atau sumber penerimaan daerah lainnya.
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